[ SALINAN ]

PROVINSI SULAWESI TENGAH
WALIKOTA PALU

PERATURAN DAERAH KOTA PALU
NOMOR 2 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH
NOMOR 8 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PALU,

Menimbang: a. bahwa untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Palu,
terutama dari sektor Retribusi Daerah, maka perlu adanya
penyesuaian tarif Retribusi Daerah berdasarkan asas keadilan
bagi masyarakat;

b. bahwa dalam rangka penyesuaian dengan kondisi nyata dari
kemampuan wajib Retribusi dalam memenuhi kewajiban
membayar retribusi Daerah di Wilayah Kota Palu, dipandang
perlu melakukan penyesuaian terhadap tarif Retribusi daerah;

c. bahwa tarif Retribusi yang diatur dalam Peraturan Daerah Kota
Palu Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Palu
Nomor 7 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah
Kota Palu Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum
sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan dan kondisi Kota Palu
sehingga perlu disesuaikan;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan
Daerah tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor
8 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum;

[a—

Mengingat Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1994 tentang Pembentukan
Kotamadya Daerah Tingkat II Palu (Lembaran Negara Tahun
1994 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3555);



3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5589);

4. Undang — Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5048);

5. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 8 Tahun 2011 tentang
Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2011
Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 7), sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 7 Tahun
2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Palu Nomor
8 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah
Kota Palu Tahun 2012 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah
Nomor 7);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PALU

Dan

WALIKOTA PALU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA
ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2011
TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 8 Tahun 2011
tentang Retrubis Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2011 Nomor 8,
Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 8), sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 7 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas
Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum
(Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2012 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah
Kota Palu Nomor 7), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 2 huruf ¢ dihapus sehingga berbunyi sebagai berikut :
Pasal 2

Jenis Retribusi Jasa Umum adalah:



Retribusi Pelayanan Kesehatan;

Retribusi Pelayanan persampahan;

Dihapus;

Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat;
Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;
Retribusi Pelayanan Pasar;

Retribusi Pengujian kendaraan Bermotor;
Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran;
Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta;
Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang;dan
Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.

FTER e 00 o

2. BAB V dihapus.

3. Ketentuan Pasal 13 dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 13
Dihapus

4. Ketentuan Pasal 14 dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 14
Dihapus

5. Ketentuan Pasal 15 dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 15
Dihapus

6. Ketentuan Pasal 16 dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 16

Dihapus
7. Ketentuan Pasal 17 dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17
Dihapus
8. Ketentuan ayat (4) Pasal 64 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 64
(1) Prinsip dan sararan dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Umum ditetapkan
dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan,kemampuan
masyarakat, aspek keadilan, dan efektifitas pengendalian atas pelayanan

tersebut.

(2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi dan
pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal.



(3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa,
penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya.

(4) Retribusi penggantian biaya cetak peta hanya memperhitungkan biaya
percetakan dan pengadministrasian.
Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Palu.

Ditetapkan di Palu

pada tanggal

WALIKOTA PALU,

ttd

RUSDY MASTURA

Diundangkan di Palu
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KOTA PALU,
ttd
AMINUDDIN ATJO

LEMBARAN DAERAH KOTA PALU TAHUN 2015 NOMOR 2

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,

Muliati, SH.,MM
Nip. 19650805 1992 2 014




PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA PALU
NOMOR 2 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH
NOMOR 8 TAHUN 2011 TENTANG RETRUBUSI JASA UMUM

I. UMUM

Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa
Umum  merupakan amanat Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 untuk
meningkatkan pelaksanaan pembangunan dan pemberian pelayanan kepada
masyarakat, serta peningkatan pertumbuhan perekonomian di daerah diperlukan
penyediaan sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah yang hasilnya memadai.
Upaya peningkatan penyediaan pembiayaan dari sumber tersebut, antara lain
dilakukan dengan peningkatan kinerja pemungutan, penyempurnaan/peninjauan
kembali tarif Retribusi serta pemberian keleluasaan bagi daerah untuk menggali
sumber-sumber penerimaan khususnya dari sektor Retribusi daerah.

Dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi
kependudukan, berdasarkan Pasal 9 A untuk Retribusi Penggantian Biaya Cetak
Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil di hapus. Berdasarkan hal-hal
tersebut di atas dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan sebagai upaya
peningkatan pelayanan kepada masyarakat perlu meninjau kembali Peraturan
Daerah Kota Palu Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retrubis Jasa Umum, sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 7 Tahun 2012 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 8 Tahun 2011 tentang
Retribusi Jasa Umum.

II.PASAL DEMI PASAL
Pasal I
Cukup Jelas
Pasal II

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA PALU NOMOR



